ANALESES YURIDIS HAK MEMPERGLEH
o PERLENBUNGAN NEGARA BERKEMBANG
| ' DALAM @iNAMIKA WTO
Oleh Jeaue Neltje Saly

1 o Pendahuluan

I I LatarBelakang Penehtmn

Kesepakatan perdagangan mtemasmna} yang dxcapaa, dalam Uruguay
Round berakibat semakin meluasnya substan51 yang ditentukan dalam GATT,
dengan tetap memperhankan hasil kesepakatan pada penmdmgan-perundxngan
sebelumnya. Hal ity dzsebabkan fungsi GATT diambil alih oleh WTO yang
lebih dikenal peranan dan fungsmya dalam duma mternasmnal khususnya d1
bidang tarif dan perdagangan mtemasmnai . '

Dalam WTO pendekatan yang d11akukan adalah pendekatan pragmatls
dengan memusatkan pada prinsip umum yang dldampmg1 oleh perkecualian
yang dibolehkan, tetapi dengan syarat-syarat yang harus d1penuh1 dan dalarn
banyak hal harus mempero}eh kesepakatan bersama

_ Pr1ns1p utama yang men3 1adi dasar GATT adalah- prinsip non-diskriminasi
yang dalam WTO dlkenai dengan niost favoured nation/MFN.? Secara rmgkas
MFN merupakan prinsip bahwa perdagangan internasional antara anggota
WTO harus dilakukan secara non-diskriminasi. Hal itu mengandung arti bahwa
konsesi yang diberikan kepada suatu negara mitra dagang harus berlaku pula
bagi semua negara lainnya. Semua negara ditempatkan pada kedudukan yang
sama. Selain prinsip hukum yang ditentukan secara umum dalam WTO, dalam
rangka mencapai tujuan WTO demi kesej ahteraan negara anggota yang
berkembang, disepakati ketentuan khusus. - '

Oliver Long mengatakan bahwa pr1ns1p—pr1nsip perundingan secara khusus
yang ditujukan bagi negara berkembang adalah demi pelaksanaan keadilan
dalam melakukan perdagangan.’

1. Dr. Jeane Neitje Saly, 8.H., M.H. Peneliti Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman Dan HAM RL

2. Pasal1 WTO.
3. Oliver Long, The Limitation of The GATT System, New York University, New York, 1998, P. 19,
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Secara umum:hukum. yang mengatur ‘perdagangan internasional yang
‘diteniukan: daiam WTO bertujuan untuk mensejahterakan negara anggota,
dengan perlakuan khusus bag1 negaia berkembang dengan pertimbangan
- keadilan sebagai aklbat t1dak adanya keselmbangan antara negara maju dan

negara berkembang, : RSN g

. Perkecualian yang dibenkan kepada negara berkembang, misalnya dapat
dilihat dalam perlakuan khusus terhadap berlakunya ketentuan WTO yang -

. .mengandung prinsip MFN. Perkecualian terhadap prinsip ini dapat diperiakukan' L

terhadap kasus-kasus tertentu. o

Kasus-kasus’ tprsebut adalah berkaitan dengan berbaga: Jenis s1sten '
preferenm yang sudah beriaku saat beriangsungnya perundingan, boleh
diteruskan, dan tetap berlaku D1 samping: ituyang antara lain juga memperoleh_
psrkecuahan dan keharusan penerapan MFEN, adalah keberadaan regional rrade_
arrgngement atau perj anjian perdagangan reglonal dalam bentuk customs union
atau free trade avea.* Perkecualian tersebut dlberxkan puIa kepada negara
berkembang derrn mencapm kesejahteraan.

- Tujuan mencapal penerapan perkecuahan demi kesej ahteraan tersebut
dilakukan karena pihak yang melakukan perdagangan berada dalam kapasﬂas
yang seimbang.

Kartad;ﬁemena mengemukakan bahwa WTO disepakati oleh negara
ariggota terutama negara maju agar tercipta keadﬂan melalui perlindungan
yang diberikan kepada negara an ggota yang mas1h membangun guna mencapai
kemakmuran.’

Walaupun negara berkembang, seperti Indonesia, Thailand, Filipina mulai
melakukan penyesuaian dalam kebijaksanaan, mengingat perlakuan khusus
iersebut diberikan hanya dalam jangka waktu tertentu, dalam pelaksanaannya
sangat dilematik, karena dapat diduga bahwa negara maju akan semakin tidak
memberikan toleransi terhadap suatu pengecualian, sementara negara berkem-
bang dalam keadaan membangun yang tidak berdaya.

1.2 Permasalahan

Permasalahan yang akan diteliti adalah:

4. WTO, Pasal XX1V.,

5. Kartadjoemena, Kesepakatan GATT Dan Implementasi Serta Permasalahannya. Ul Press, Jakarta,
2000, hlm. 57.
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1 2 1 Apa fungsz perlmdungan hukum daiam hubungannya dengan

S "'-;1 2 2 Bagalmanakah'-per}mdungan yang dlberﬂ{an kepada negara :
B berkembang dalam kaltannya dmamzka pelaksanaan ketentuan

hu‘oungannya dengan ketentuan WTO

: _31 3 2 Menemukan bagalmanakan xungsz perhndungan yang dmerlkan
kepada negara berkembang dalam kalta_n_n_ya dengan dmamzka
pelaksanaan ket entuan WTO

1.4 Kegunaan Penelitian

1 4 1 Secara teontls hasﬂ penehtlan ini d:harapkan dapat menjadi
; sumbangan pemlklran atau bahan bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dan wawasan di b1dang hukum, khususnya di ’mdang
“hukum perdagangan infernasional, serta hukum pembangunan

g 'ekonomz nasmnai pada umumnya bag1 negara berkembang

142 Secara prakt:s hasﬂ penehtlan ini dlharapkan dapat d13 adikan bahan
masukan atau pertimbangan bagi pihak yang berwenang dan para
pengambil keputusan/kebijakan di berbagai instansi terkait dalam

“rangka penyusunan peraturan perundang undangan yang berkeutan
~dengan perdagangan internasional dalam pembangunan ekonomi
*. -nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait serta kebijakan
~ di bidang perdagangan. Terutama diharapkan hasil kajian ini dapat
dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam menunjang
pembentukan hukum perdagangan bebas di negara berkembang.

1.5 Eerangka Pemikiran.

Batu penyanggah (corner stone) dari WTO adalah prinsip yang berlaku
umum, yang disebut sebagai Most Favoured National Treatment/MFN, terdapat
dalam pasal yang berjudul “General Favoured National Treatment . Prinsip
ini merubah prinsip yang sudah lama berlaku dalam perjanjian internasional
khususnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional.
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“Dalam hukum perjanjian internasional dikenal prinsip “pacta tertiis
rzecnocent nec prosunt " yang berarti bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-

p1hak yang mengadakannya saja Dengan perkataan lam PET] anjian itutidak

ikat plhak ket1 ga

Sesuai dengan fujuan dlbentuknya perjamian WTO yalﬂn antara lain untuk
penmgkatan taraf hidup, sesuai dengan yang dikemukakan dalam preambule

large and stedly growing volume of real income and effective demand, deve-.
h lopmg the full use of resourches of tize world and expandmg the production

and exchange of goods .7

Oleh scbab itu dibuat peraturan yang berdasarkan ..... reczprocal and
mutua.lly advantageous arrangement directed to the Subsrantzal reduction of
tariff and other barriers to trade and to the elimination of discriminatozry
treatment in international commerce’’.*

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka WTO memungkmkan MFN treat-
ment menylmpang dari prm51p pacta tertiis necnocent nec prosunt Sumitro
D_m_g ohadlkusuma mengatakan tentang berlakunya prinsip MFN, bahwa:

“MFN berartl jika sebuah negara penandatanganan dari perjanjian yang
bersangkutan memberi fasilitas (berupa kelonggaran tarif, kuota, atau
lain-lain) kepada salah satu negara penandatanganan yang lain, maka
fasilitas tersebut dengan sendmnya dan secara otomatis juga tersedia
bagi segenap penandatanganan lainnya”, ¢

Pasal Iayat (1) WTO mengharuskan perlakuan MFN atas semua konsesi
tarif yang telah diperjanjikan oleh para pesertanya, dengan menentukan bahwa:

“With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or
in connection with importation or exportation or imposed on the inter-
national transfer of payments for imports or exports, and -with respect
to the method of levying such duties and charges, and with respect to all
rules and formalities in connection with importation and exportation;

and with respect to all matters reffered to in paragraphs 2 and 4 of Ar-
ticle Ill, any advantage, favour, privilege or immunity granted by con-

Lord Mc. Nair, The Law Treaties, The Clarendon Press, Oxford, 1961, hal 275.

Preambule WTO.

1bid.

Sumitro Dicjohadikusumo, Indonesia dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Datang LP3ES
Edisi ke- 6. 1984

© o e

bahwa: .. ... raising standar of living, ‘ensuring full- employment and.i -

g0




s fmctmg party 1o any producz‘ orzgmatmg in or desrmed for any other
“country. shall be' accorded immediately. and uncondztzonally to like
- product. or;gmafmg in or: destmed for fhe z‘errztorzes of all other con—
tracrzngpartzes S A

_ "Kewaj 1ban~kewajzban_yang akan dg achkan obj ek.perj anpan pertukaran
) "konsem oleh para pihak sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) ada 4 kriteria yaitu :
Permma, Kewaﬁban membayar bea cukax atay bea-bea, 1a1n yang akan

' .':dlkenakan pada barang-barang ekspor impor; atau. bea-bea ; yang dlkenakan R
L .ﬁ'pada pembayaran mtemasmnal yang berhubungan dengan masalah ekspor. :

“impor. Kedua;’ Kewajiban yang menyangkut metode pepgenaan « dari kewajiban
‘membayar bea cukai.dan bea-bea lain: tersebut Ketiga; Kewajiban yang

menyangkut: segala peraturan dan formahtas ekspor impor, dan Keempat;

: Kewa_uban yang menyangkut segala masalah yang diatur dalam pasal III ayat
‘2 dan ayat 3 GATT tentang paj ak~paj ak dalam negeri.

Kewajiban-kewajiban tersebut biasanya dibebankan pada para eksportir
dan importir sebagai satu persaratan agar prodaknya dapat memasuki wilayah
suatu negara. Maka dengan adanya bermacam-macam kewajiban, formalitas,
serta prosedur-prosedur terientu yang harus dipenuhi dapat menimbulkan
terhambatnya perdagangan antar negara. Hal ini bahkan sering menimbulkan
proteksi terhadap produk dari negara lain, dan hal int menghambat kelancaran
perdagangan antara negara. Berdasarkan antara lain hal-hal tersebut, maka
perjanjian WTO dibentuk guna melancarkan arus lalulintas perdagan gan antar
negara.

- WTO mewyy udkan kompromi antar negara di bidang perdagangan barang,
baik yang berupa tarif maupun yang non tarif, guna memperlunak kewajiban-
kewajiban, bahkan dihapuskan sama sekali melalui perjanjian internasional.
Peijanjian itu akan berisi pertukaran konsesi dari pada supplier utama (Prin-
cipal suppliers) yang berupa : keuntungan (edvantage), keringanan (favour),
keistimewaan (privilege), dan kekebalan (immunity)."

Keempat macam konsesi 1tu diberikan pada setiap produk yang berasal
dari atau dikirim ke suatu negara.

Misalnya Indonesia sebagai supplier komoditt sepatu ke Jerman, dan
Jerman merupakan supplier komoditi sepeda. Maka Indonesia akan melakukan
perjanjian dengan Jerman yang menyangkut konsesi tersebut,

10. Pasal 1 ayat 1 WTO.
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- Arifin Paﬂoraga mengemukakan bahwa WTO mengusahakan agar terjadi
komprom1 antara kedua kepentingan tersebut.' Usaha tersebut dilakukan
.dengan cara kompromi melalui beberapa peraturan, dan pencantuman sched-
~ule of tariffs. Prinsip utama WTO adalah prinsip “non-discrimination”
(periakuan sama). Prmszp ini mengandung tiga bentuk perlakuan terhadap_
“barang yang dl_}ual d1 pasar mternasxonal yang berasal dan pnn51p hberailsme
'barat S s :

Prmszp perlakuan sama tersebut adalah kebebasan (freedom) persamaan‘ 3
;';_(egualzty) dan asas timbal balik (reczproczty) Asgas-asas initergambar dalam
ketentuan WTQ. yang harus diperhatikan oleh.negara yang melakukan
perdagan gan ke negara lain dalam melaksanakan persaingan. Prinsip tersebut
mengandung pengertian diinginkannya prinsip persaingan yang bebas dan
pemberian kesempatan yang sama dalam pelaksanaan. perdagangan
internasional, walaupun pada kenyataannya negara anggota tidak berada dalam
keadaan yang sezmbang

Ketentuan WTO memberikan pula kermganan bagi negara berkembang
dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disepakati dalam 4 greement
Keringanan tersebut berupa kebolehan dengan alasan tertentu.

Menurut WTO kennganan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban
tersebut sebagai perlindungan atau pengamanan, dapat dilakukan apabila
bertujuan untuk memperba1k1 neraca pembayaran.'? Kectentuan ini
‘memperkenankan suatu negara untuk mengambil suatu tindakan baik bersifat
tarif maupun non tarif untuk tujuan menyehatkan (memperbaiki) neraca
pembayaran, Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa tindakan yang diambil
tersebut tidak boleh melebihi tindakan untuk menyelamatkan neraca
pembayaran tersebut.

Bila suatu negara melakukan suatu tindakan maka ne gara tersebut harus
juga membuat suatu program untuk saat tertentu kembali kepada keadaan
semula.” Program tersebut menunjukkan bahwa kebijakan proteksi tersebut
secara bertahap dan sesuai dengan jangka waktu tertentu akan dihapuskan
sampai keadaanya seperti semula yaitu tidak ada lagi restriksi.

Menurut John Jackson, bahwa prinsip dasar pemberian keringanan kepada

1. Arifin Panoraga. Perusahaan Multinasional, Penanaman Modal Asing, (Pustaka Jaya: Jakaria),
Tahun 1995, him. 121.

12. Pasal XIF WTO.
13, Kartadjoemena, ..... Op.Cit; Him. 158
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“negara berkembang adaiah penerapan keadllan agar texgadl keselmbangan dalam
. ;.'_._pelaksanaan u aha yang biasa- disebut sebagal prinsip-solidaritas (princip of :
' isolidarity),* Halitw mengandung artibahwa kennganan yang diberikan WTO
. _-__'berlaku tldak selamanya Apabﬂa keadaan yang-menjadi: persyaratan_. :
: d1ber1kannya kermganan tersebut dapat diatasa ‘maka perlakuan khusus akan
- 'berakhar afau. dalam Jangka waktu tertentu Jangka waktu yang dlbenkan

G Konsenm keadﬂan berdasarkan-pnnmp sohdantas ini merupakan hai yang
:sudah dlkemukakan se_}ak tahun 1955. Sejak d:agukannya prinsip solidaritas
' yang merupakan salah suatu prinsip | konferen51 Asia-Afrika di Bandung, texj ad1 .
pf:rubahan cara pandang antara hak dan kewaj 1ban (rzght and duty)

_ Menurut prmsxp ml Jlka set:ap negara mempunya1 hak untuk merdeka
.tlap negara mempunyai kcwaﬁban untuk tidak menjajah. Jika setiap anggota
WTO mempunyai hak untuk memngkatkan kemakmuran dan standar hidup
negaranya, maka setlap anggota berkewajiban untuk memberlkan kesempatan
kepada negara-ne gara 1a1nnya untuk meralh hak tersebut '

' Dltandatangamnya Fi mal act UNC'TAD pada tahun 1964 secara berturut-
turut sampai diajukan resolusi tentang Charter of Economic Right and Du-
ties: Of State”, (Charter tentang Hak® Dan Kewajiban Negara Di Bidang
‘Ekonomi) dan dekiarasz tata ekoniomi ‘internasional baru telah dlkemukakan
tentang prinsip-prinsip hubungan ekonomi internasional s

- Sesuai dengan dasar-dasar hubungan internasional tersebut maka dalam
perdagangan internasional prinsip solidaritas dikaitkan dengan kepentingan
pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang karena perdagangan
internasional merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam
pembangunan ekonomi.

Perdagangan internasional perlu diatur berdasarkan prms1p yang sesuai
dengan tujuan menaikan taraf hidup, sosial dan ekonomi semua bangsa, yang
melarang adanya peraturan yang menghalangi tujuan tersebut.'®

14. Jobn Jackson, Gart And It Systems. Harvard University, Boston Masattchussetts, USA, 2001, P,

15. Resolusi Majelis Umum PBB No. 301, Lihat pula Fina act UNTAT Charter Of Economic Right and
Duties Of State”

16. Prinsip [V UNTACT
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~ Dasar prinsip hubungan internasional itu coba diterapkan dalam WTO.,
Hal itu dapat dilihat dalam prinsip- prinsip hukum yang mengatur hubungan
: zmpor—ekspor antara negara berkembang dengan negara maju. WTO mengakui
-adanya. pengecuahan atau penyzmpangan dar1 prmmp-prmsxp yang telah
-d1wa3 1bkan - : >

_ Menurut Wll D Verwey perubahan persepsz keadilan melalui prms;p
_ 'sohdantas dlhubungkan dengan kepentmgan perdagangan negara-negara. sedang
”_berkembang adalah bahwa prinsip kebebasan (principle. of Jreedom) yang' _
““dibatasi oleh prinsip perlmdun gan (principle of protectzon) prinsip persamaan
hak dihadapan hukum (Yega! equality) yang dlkuahﬁkasxkan oleh perbedaan
dantingkat kekuatan ekonerm (economic inequality), dan prinsip timbal balik
(pr inciple of: reciprocity) yang karena perbedaan di dalam kekuatan ekonomz

dlIengkapl prinsip” ’non-reczproczry ” (tanpa tlmbai bahk) S

Implementa51 dari prinsip solidaritas negara maju adalah pemberzan
kewa_}lban untuk ‘memberi perlakuan ‘khusus (differential treatment) kepada
negara-negara berkembang untuk memungkmkan mereka menin gkatkan tingkat
perekonomxannya S

Dalam prinsip khusus (special prznczple) UNCTAD Pasal [V dikemukakan
bahwa “Developing countries have the right to protect their infant indus-
tries " (Negara berkembang berhak melmdungz industri bayinya).

- Indikasi pelaksanaan dasar hubungan internasional terdapat dalam WTO.®
Ketentuan WTO ini dirasakan kurang atau tidak banyak manfaatnya bagi ne gara
berkembang.?

Dalam rangka memungkinkan negara-negara berkembang meningkatkan
perekonomiannya, WTO membuka kemungkinan untuk menyimpang dari
ketentuan-ketentuannya dengan persyaratan yang harus dipenuhi.? Misalnya
negara yang keadaan posisi normal ekonominya sekurang-kurangnya sama

17. Wild B.Verwey, him, 23.

18. Scbagal mana dikatakan dalam piagam hak dan kewajiban ekonomi negara-negara (charter Of Eco-
romic Right and Duty Of States) bahwa:
“Developed Countries should also give serlous consideration to the adeption of other differential
measures, in areas where this Is feasible apprapiate and in ways which will provide special and
mare favourable treatment, in order ti meet the trade and development needs of the developing
coutries”.

19. Pasal XVl WTO.

20. J.E. Spero, The GATT Syatem And Development Countries, Harvard University, Boston,
Masattchussetts, USA, 2002, P, 27.

21. Pasal XVIIT ayat 1 WTO.
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< dengan negara yang sedang mengalaml depresz sehmgga dlbutuhkan perlakuan_

' - ‘yang sangat 1shmewa bag1 produk ekspomya *juganegara yan g dalam proses

SR fdalam taraI pembangunan dan negara yang'-termasuk daiam Laraf awal

5 mausmahsasz untuk mengurangx ketergantungan pa&a kmodlii prlmer 2

o negar da _berapa syarat yang harus dipenuhl
-_'--__'acrar dapat menggunakan fas_lhtas yang dlbenkan WTO. Negara tersebut adalah
yang baru dapat memungkmkan taraf h1dup yang ‘rendah, negara yang baru

_ Perlmdungan terhadap mdusm “bayi” (“in fant ma‘usfrzes ”) txdak han ya
' menyangkut 1ndustn yang. baru d:dmkan tetap1 juga termasuk cabang produksi
baru dari industri yang lama atau pembahan substansml dari industyri lama,
atau perbaikan industri yang telah mengalaml kerusakan akibat perang atau
akibat bencana, alam 2 Apabila mempertahankan fleksibilitas struktur tarifnya
dapat membenkan protek51 tarif yang  dibutuhkan bagl pendman 1ndustr1 tertentu
); dan to apply quantztanve restrzctzons of balance of paymenis. purposes in
manner which takes full account of contmued hzgk level of demand for im-
ports likely io be generated by their programmes of economic development
(mengenakan pembatasan barang untuk maksud keselmbangan neraca
‘perdagangan dengan caramemperhitungkan sepenuhnya kelanjutan perminiaan
impor yang tinggi untuk dlpakax pada program—program pembangunan

ekonomi).?. - i N o

- Tindakan perkecuahan seméntara melalui tarif antara lain dapat melalai
modifikasi konsesi tarif atau bahkan pencabutan sama sekali konsesi yang
terikat 2 Selain terdapat kendala masalah birokrasi dan neg051a51 yang panjang
didalam WTO, masih ada hal lain yang wajib dipenuhi,

Sekalipun negara berkembang akan mendapatkan fasilitas tertentu (pada
saat sulit) akan tetapi ternyata fasilitas tersebut, harus dibayar pula sehingga
akan cukup menambah berat keadaannya. Neraca pembayaran yang sudah
biasa dialami negara berkembang merupakan suatu syarat yang memberikan
peluang untuk diberikannya perizkuan khusus. Perlakuan tersebut dapat berupa
diberikannya kuota khusus sebagai perlindurigan terhadap negara berkembang.

22. Annex Pasal XVIil

23. Ibid

24, Annex | Pasal XVIII

25. Pasal XVIII, ayat (4a) d, dan {4b) , yo. Pasal XVIII ayat 2 WTO.
26. Pasal I GATT
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) '_ . WTO memberikan kesempatan kepada negara berkembang dalam
_ pembatasan (kuota) baik berdasarkan Jumlah fisik maupun terhadap jumiah

impor.”” “Kuota yang diperkenankan ini berbeda dengan kuota yang . diatur -

oleh pasai XI. Pasal XI GATT memberikan quota bagi semua peserta WTO

;dalam Jangka waktu terbatas ‘apabila suatu’ negara sedang mengalaml bal-
ance of payment a’zﬁ“ cultzes/BOP (kesuhtan keselmbangan neraca pembayaran) _

Untuk menJ aga kemungkman penyalahgunaan fasﬂztas WTO oleh suafu- .

' -"_negara ‘maka peraturan hukum WTO. memberlkan _persyaratan.® Dalam

: menerapkan kuota itu, negara yang mengalami BOP dapat memberikan prioritas °

kepada produk—produk yang penting yang boleh masuk ke negaranya, dengan
syarat menghilangkan hal yang dapat merug:kan ekonomi negara lain serta
tidak boleh mencegah impor daiam batas 3 yang waJ ar, serta pelaksanaan hak
paten hak cetak dan hak c1pta :

. PeIaksanaan kebl_]aksanaan yang berhubungan dengan masaiah kuota
harus berkaxtan den gan kebutuhan akan adanya perbaikan BOP untuk menjaga
kepentmgan buruh serta sumberdaya produktif lainnya. Pelaksanaan kuota
itu secara bertahap harus. dikurangi sesuai dengan neraca pembayarannya
serta secara teratur dikonsultasikan dengan Contracting Parties. Pelaksanaan
yang menyimpang dan ketentuan WTO, terlebih dahulu harus dikonsultasikan
dengan panitia “Restrzctzons BOP”(pembatasan keseimbangan neraca
pembayaran).® .

Apabila pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kebijaksanaan efisiensi
dalam lalulintas perdagangan dalam negeri menjadi mampu bersaing atau
bahkan dapat mengalahkan barang impor, maka alasan perubzahan kebijaksanaan
pemetintah Indonesia itu tidak dapat digunakan untuk mewajibkan Indonesia
mengadakan “ relaxation " (pengendoran) dan, “ removal (penghapusan) dari
kuota perdagangan itu, '

-Perlindungan bagi negara berkembang terhadap penerapan kuota dapat
dilakukan dengan ketentuan untuk menerapkan kuota dapat dilakukan dengan
persyaratan fertentu.

27. Paragraph 4 (A) dan (b) pasal XVII WTO.

28. Pasal XVIII ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut :
“Provided that the restriction instituted, maintained, maintained or internsifeid shall not exceed
those necessary : a) 1o forestall the threat of, or to step, a serions decline in its MONEHIry reserves, or
b) in the case of contracting party with inadeguate monetary reserves, to acieve a reason able rate
of increase n its reserves *,

29. Pasal XVIII Seksi B
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Ncgara yang menerapkan kuota secara 1ntensxf berdasarkan dlharuskan-
mengadakan konsultasi dengan. negara anggota yang bersangkutan tentang
keadaan neraca pembayarannya serta usaha-usaha korektif yang akan
-di gunakan terutama yang menyangkut restnksz perdagangan ‘yang tentu akan
_.mempengamhl pula perekonomlan negara lam Mo s

g Mekamsme pelaksanaannya berbeht beht hmgga pahng kurang 2 (dua)_
5 tahun menyebabkan kurangnya mat negara berkembang memanfaatkan faszhtas -

16 MetodePenehtlan 9

I 6 1 Speszf kasa Penelztzan

' Penelitian ini merupakan penehtaan yang bermfat deskmptif anahtls yaitu
penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang
ada tentang hukum perdagangan internasional berdasarkan WTO dalam
hu’oungannya dengan pembangunan ckonominegara berkembang

‘Gambaran umum tersebut dlanalzs1s dengan bartltlk tolak dari peraturan
perundang-undangan, teori-teori yang ada, dan pendapat para ahli hukum
dengan ditunjang pula oleh pendapat ahli ekonomi, politik, dan sosial yang
bertujuan untuk mencari dan mendapatkan ;awaban dan pokok masalah yang
akan dibahas lebih lanjut. : .

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif,
yaitu penehtxan yang menekankan pada data sekunder yakni dengan
mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedzh hukum positif
yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan
perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hiukum, terutama yang berkaitan
dengan perdagangan infernasional dalam pembangunan ekonomi.

1.6.3 Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang bersifat deskriptif analitis dengan
pendekatan yuridis dan normatif, dianalisis secara kualitatif melalui metode
penafsiran.

30. Pasal XVIH ayat (12), yo. Seksi B Pasal XV WTO.
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164 Tahaﬁ Penelitien

Penehtmn dﬂakukan dengan tahapan sebagal benkut

"I 641 Pengumpulan Data S

Pengumpulan data dalam penehtlan mi daperoleh baik melalui peneiusuran': -

peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen, -
- maupun literatur-literatur ilmiah dan. hasil. penel:tlan para pakar berkaitan
_ _dengan obyek penehnan serta permasalahan yang diteliti dan data sekunder. -

"Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam pEHEiltian :

terdiri-dari:

1.6.4.1.1 Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari ketentuan WTO yang
mengandung prms:tp~prm51p hukum dalam pelaksanaan perdagangan
mtemasmnal :

1. 6 4, 1 2 Bahan hukum sekunder antara lain berupa tulisan-tulisan dari para_
pakar dengan permasalahan yang diteliti ataupun berkaitan dengan.
“bahan hukumn primer meliputi literatur-literatur yang berupa buku,
dan maka]ah 3uma1 dan hasil penehtlan '

1. 6 4.1.3 Bahan tarsxer aniara lain berupa ‘bahan-bahan yang bersifat bahan:
- primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-
artikel pada koran/surat kabar, dan majalah-majalah,

1.6.4.2 Pencelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan puna mendapatkan data sebagai pendukung
data-data sekunder bagi analisis hasil penelitian. Penelitian lapangan ini
diperlukan guna memperoleh data hukum perdagangan internasional khususnya
tentang perlakuan khusus bagi negara berkembang dalam rangka pelaksanaan
WTO. Dalam penelitian lapangan ini data sebagai penunjang data sekunder
diperoleh dengan wawancara.

1.6.4.3 TeknikPengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder, sedangkan untuk
mengumpulkan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan melalui
wawancara dengan responden antara lain sebagai berikut:

1.6.4.3.1 Pimpinan Departemen Perdagangan dan Perindustrian;
1.6.4.3.2 Pimpinan Kamar Dagang Dan Industri;
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s 1 6 4 3 2 Para Pengusaha yang terkait dengan perdaga"agan mtemasmnai

GATT ¢ mbﬂ ahh fungsmya oleh _ __=TO sesuai kesepakatan dalam Uru- SR

2 _guay Round tersebut bensz larangan periakuan d1sknm1nas1 dalam meiaksana-' S

'fkan perdagangan internasional terhadap berbaga1 barang sejenis: dengan
_ 'beberapa pengecuahan yang diterapkan secara umum. Di sampmg itu terdapat
‘aturan khusus yang berkzntan dengan bldang pertaman yang akan d;uralkan
-.kemudlan ' o ok :

: : e Dlsetu_;umya pendman WTO sebagal badan mtemasmnal yang menangam
_perdagangan internasional mempakan suatu lembaran baru dan prestasi yang
cukup besar dan negara anggota GATT. Selama kurang lebih 48 tahun , yaitu
sejak. tahun 1947 prinsip-prinsip hukum GATT mempunyai. tujuan agar
dilaksanakan perlakuan yang sama atas setiap produk, baiki 1mpor maupun
produk domcstxk

Penerapan pnn51p perlak:uan sama daiam perdagangan mtemasmnal yang
dltll_] ukan agar tercipta perdagangan bebas secara tertib sesuai. dengan norma-
norma yang disepakati dalam WTO ini memunculkan dua kepentmgan yakni
kepentmgan nasmnai dan kepentingan internasional !

Prmszp-prmsxp dasar dalam WTO adaiah prinsip narzonal treatment
merupakan pencerminan dari pembatasan kedaulatan suatu negara Hal ini
sering diperj an_}lkan dalam rangka’ mewujudkan suatu komprorm antara
kepentingan nasional dengan kepentingan mtemasmnal sering bertentangan.
Herman Mosder mengatakan bahwa sebenarnya prinsip national treatment
ini semata-mata merupakan urusan hukum nasional yang termasuk yuridiksi
domestik, oleh karena itu sukar dituntut berdasarkan hukum internasional
umum 32 ) . . ; .

Tetapi walaupun demikian, dalam praktek terutama dalam perjanjian-
perjanjian komersial, prinsip ini sering dlpergunakan bahkan jauh sebelum

31. Tujuan dan WTO dapat ditihat dalam Konsiderans GATT, 1994,

32. Herman Mosder, GATT in the International Trade, Harvard University, Boston Masattechussetts
USA, 1989, Him, 312,
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pern) an_uan GATT dxtandatangam Tu_]uan pr1n51p nanonal rreatment ini adalah
untuk menciptakan harmonisasi perdagangan internasional agar tidak terjadi
' periakuan yang diskriminatif di pasar domestik, sebab pasar domestik tidak
terlepas.dari’pasar mternasxonal suatunegara yang mengm gmkan barangnya
laku di negara lain. : '

Dalam prinsip national treatment. ini nampak pula konsep ekonomi
- liberal, yaitu adanya peraturan yang membatas; campur tangan pememntah"
X dalam pasar perdagangan domestik ‘agar-semiia produk yang beredar: dapat'; .

Vbersamg secara Wa}ar Namun pnnszp inj - hanya mungkin® terlaksana secara -

adil:di negara-negara:yang sudah kuat’ ekoriominya sebab bxasanya suatu
negara yang:masih kurang kuat ekonomi, lebih sulit mangakux prmszp na—
tional treatment dari pada negara yang ekonominya sudah kuat. :

Prinsip national treatment dalam WTO bertujuan melidungi barang—barang
mmpor. Halini menyulitkan kedudukan daya saing barang-barang buatan dalam
negeriberkembang, karena harga produkﬂ barang-barang yang diimpor. I tulah
sebabnya sangat berat dan sulit bagi negaraunegara berkembang untuk
menerapkan prinsip national treatment ini karena pr1r151p terscbut akan sangat
menghambat perkembangan industri nasional. -

Dalam kerangka hukum WTO, national treatment melengkapi prinsip
“most favoured national treatment’ yang memberikan kesempatan kepada
pihak ketiga untuk menikmati konsesi yang diperjanjikan, Hal ini disebabkan
untuk mencapailiberalisasi perdagangan internasional, tidak hanya dibutuhkan
generalisasi pengurangan tarif bagi masuknya barang ke suatu negara, akan
tetapl juga ada perlakuan yang layak terhadap barang impor di pasar domestik.
Perlaknan diskriminatif yang dicegah oleh prinsip national treatment ini
misalnya: mesin pengendah listrik buatan Jepang dikenakan pajak tambahan
sebesar 25% agar harga _;ualnya naik. Dengan demikian importir Jepang yang
semestinya dapat menetapkan harga yang lebih murah menjadi tidak kompetitif
karena adanya pajak tersebut.

Dalam penerapan prinsip national treatment ada kalanya dapat muncul
suatu negara dengan misalnya memberi perlakuan yang tidak sama yang berasal
dari negara yang berbeda untuk barang sejents. Barang sejenis tersebut adalah
barang pengganti impor, misalnya: mesin pembangkit listrik buatan Jerman
dengan mesin pembangkit listrik buatan Indonesia atau oven buatan Cina
dengan oven buatan Indonesia.

Prinsip ini mencegah perlakuan diskriminatif melalui peraturan hukum
dan kebijakan-kebijakan nasional yang lebih menguntunskan nroduk-sroduk
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domes‘alf danpadaproduk zmpor aleh suamnegara_Karena_tmdakan demﬁna’l SR

_ibahwa déiam praktek kebgaksanaéﬁ sepém i sermg dﬂakukan dat‘lpada i

A : '_ melalu tarlf Mlsalnya menurut skedul tar1f suatu barang (wzdgeU dikenakan :_ff: oy _.

"I-"‘fatas karena :“'_uatu negara mungkm mémpunyaz program program yang -

. bermacam- -macatm, mxsalnya untuk memelihara kesehatan; mendorong

. fpemerataan pendapatan rakyat pengembangan usaha kecﬂ atau berbagal tujuan S

e fnéksud mehndun gi perdagangan domestlk dalam rangka mence gaﬁ bahaya

L -zpencemaran hngkungan hidup; proses. produk51 barang yang menjamin -
- keselamatan umurm. Dapat pula ditentitkan strukiur perpajakan untuk membantu

: wﬂayah yang mengalaml depresi (mlsa}nya karena mengaiamz bencana alam),
“atau dalam rangka menggalakkan distribusi pendapatan dari golongan mmontas
(kaya) kepada golongan mayoritas (mlskm) i

- Dalam Pasal XX WTO diberikan perkecualian umurn yang antara lain
'menyangkut masaiah konservas: kekayaan alam yang dapat habis dipakai
(conservation: of exhaustable natural resourches), apabila kebijaksanaan tersebut
menimbulkan ‘Testriksi terhadap produksi atau konsumsi-domestik.> Juga
mengijinkan pumenntah uniuk merapatkankebij akan nasional untuk membatasi
ekspor bahan mentah apabila ekspor tersebut dapat mempengaruhi rencana
pembangunan industri dalam negeri,* Perkecualian ini merupakan suatu benfuk
pelanggaran national treatmenf atau suatu bentuk proteksaomsme tersembunyi
(kzdden prorectzomsm) ' :

Barang yang sudah masuk d1 pasar domesnk tunduk pada se gala lketentuan
kedaulatan negara tersebut., Barang tersebut akan tunduk kepada segala

33. Alfons Samosir, Kepala Bidang Sengketa Perdagangan Interasional, Deperindag, Jakarta, 2002.
34, Ibid.

35, Pasal XX paragrap g WTO.

36. Pasal XX, paragraph IWTO.
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ketentuan pagak»pajak ‘bea-bea, serta’ peraturan—peraturan lamnya yang o
_-mengatur perdagangan barang domestik: Penerapan peraturan tersebut tidak
‘boleh menimbulkan proteksi terhadap produk asing dan menghindari -
_ d13kr1mmasz yang, dapai merugikan negara lain, Pasal II] ayat(2) menentukan '
- bahwa produk51 1mpor tidak boleh tunduk pada peraturan nasional yang o
. disknmmanf” ' : R - '

Peraturan paj ak nasmna] yang sudah berlaku (exztmg mternal rax) yang' =

| _ '_tadak sesuai (inconsistent) dengan Pasal 11T namun telah ada sebelum tanggal .

10 April 1947 diperkenankan berlaku terus asal bersedm menghllangkan faktor~
faktor.yang. dapat menimbulkan dampak protekm * Biaya transportasi yang -
semata- mata berdasarkan perhitungan ekonomis tidak termasuk dalam pasal
i1, asal pengenaannya tidak didasarkan pada nas;onahtas barang tersebut,?®

~‘Pasal 11 tidak berlaku bagi barang yang dibeli oleh agen pemerintah,
asal barang tersebut bukan untuk diperjual-belikan kembali, namun semata-
mata akan dipergunakan oleh pemerintah sendiri,* Pemberian subsidi khusus
yang diberikan kepada produsen domestik baik melalm prosedur pajak maupun
melalui pembelian produksinya oleh pemerintah selama tidak bertentangan
dengan pasal III diperkenankan.® Pengawasan. harga maksimum oleh
pemerintah _wal_aupun_sesual dengan pasal I11 dianggap dapat mempengaruhi
supplier, oleh karena itu perlakuan ini harus memperhatikan negara eksportir.®

2. 2 Quota Bdaterai

-Dalam kesepakatan yang dlcapal WTO negara yang melakukan
perdagangan internasional -dapat melakukan perjanjian tertentu dengan negara
yang berdagang dengannya melalui quota bilateral. Masalah quota ini ditentukan
dalam Pasal XI WTO sebagai berikut:

Pasal X1 WTO melarang quota, yang isinya sebagai berikut:

“No prohibition or restriction other than duties, taxes or other than charges
wether made efekiive trough quotas, import or export license or others than
measures, shall be instated or maintained by any Contracting Parties and the

37. Pasal Il ayat (2} WTO.
38. Pasal {II ayat (3) WTO,
39, Pesal IIT ayat (4) WTO.
40. Pasal i1 ayat (4b) WTO.
41. Pasal lil ayat 4
42. Pasal 1l ayat 9).
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e :.__:dengan cara pembatasan tarif, “dan__ _ __kan ] _rrﬁah bara

;'_..;zmorratzon of any product destmed for the ter:tory of any other Contracting

Rpns --membolehkah'ataumeiarang ekspor 1rnpor selam dan tarif. Pasal ini mengakm; sy

e '-'_:_‘bahwa hanya tarlf mempakan satu satunya sarana untuk membata31 ekspor-' S

' Ohvek‘ Long mengemukakan bahwa quota bilatera} adaiah quota yang
s _a_n kepada negara tertentu atas komoditi tertentu Misalnya komodm
“tembakau dari Jepang dlbatasx sarnpa1 Jumlah 2000 ton per tahun yang | boleh
' masuk Indonesia.® Llsen51 impor, yaltu pada dasamya merupakan bentuk dan
'peiaksanaan dua quota tersebut di atas. Cara pengalokamannya ada 3 macam,
yaitu, 1eiang yang bers1fat persamgan pembenan ijin unpor dan szstem
-pennohonan ' : BN ;

2. 3 Dampak Penerapan: WT 0 T erlzadap Perkembangan Usaka Negara
Berkembang A BA & .

_ Dltln_;au dari segl eksternahtzs maka ketentuan umum WTO, dan bahkan
ketentuan khusus yang memperiakukan negara anggota yang sedang
membangun secara istimewa tetap tidak menguntuagkan Bagi negara
berkembang sepern Indonema kewa;;ban ini belum dapat dilaksanakan,
waiaupun ada ketentuan tentang perlakuan khusus. Hal itu dlsebabkan Indo-
nesia sebagai negara ‘oerkembang sedang meiakukan usaha-usaha untuk
memajukan kesejahteraan rakyatnya, dan memerlukan perlindungan bagi
pelaksanaan usaha. Hukum yang mengaturnya menurut Sunaryati Hartono
adalah hukum yang membuka peiuang masuknya PMA dengzm tidak memglkan
kepentmgan nas;onal : :

N Dzkaxtkan dengan kapan ini, maka penerapan prm31p prmsap WTO
menghambat perhndungan pemermtah bag1 kese}ahteraan rakyat sedangkan
perhndungan pemerintah masih dibutuhkan terutama dalam bidang-bidang
tertentu, misalnya dalam bidang agnblsms Perlindungan pemeriniah dalam
pengembangan bidang agnblsms di Thailand dan Filipinapun masih dilakukan
walaupun dalam kenyatamlya b:dang ini telah berkembang. Perlindungan itu

43. Qliver Long, Op,Cit, him. 21.
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dﬁakukan dalam bldang permodaian seperti d1adakannya bank agrlblsms__ .
'tersendlrx prom051 dalam usaha pememntah lembaga pendampmg di bawah

_koordmam pemenntah dsbnya

Apabﬂa prms1p~prm31p yang d;wajlbkan d;terapkan maka perimdungan

yang dibutuhkan usaha nasional, terutama di bxdang pertanian yang dilakukan

sebagIan rakyat Indonesxa dalam rangka pencapaaan pembangunan akan . .

'bertentangan dengan prms1p prmsa,p tersebut. Hal itu terutama akan

menghambat perhndungail _ menntah dalam pelaksanaan pemoerdayaan usaha__ o

' "kecal dan menengah (UKM) __

Usaha nemermtah da!am mﬁnmgkatkap Usaha Kﬁcﬂ Menengah dxlakukan
dengan menerbitkan k€b1 j aksanaan berupa Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang
Bidang Usaha Yang Tidak Boleh dan Yang Boleh Dllakukan PMA Dengan
Persyaratan Bermatra dengan UKM antara lain di bidang Agrzbmms
Kebxjaksanaan tersebut sebagax pelaksanaan UU No. 1/1967 tentang PMA
dan UU No-9/1997 tentang Usaha Kecil, yang bertujuan membina dan
meningkatkan UKM agar dapat mandiri dan bersaing.

~Kebijaksanaan tersebut menunjukkan Indonesia berada dalam kondisi
kebelum -siapan liberalisasi, dan masih ingin mengatur rambu-rambu bagi
partisipasi asing, tetapi dapat pula menimbulkan persepsi bahwa bidang
agribisnis siap diberlakukan prinsip perlakuan nasmna} (national treatment),
Isu perlakuan nas:onal baru relevan dan elzgzble untuk dipersoalkan bagi
investasi asing yang sudah masuk ke Indonesia. Sebelum modal asing masuk,
kedaulatan nasional suatu negara (host country) berhak mengatur ruang gerak
yvang dzsedlakan bagi modal asing dan modal dalam negeri (misalnya
kemitraan). Hal ini dﬂakukan dalam pelaksanaan Pasal 33 UUD 45,

- ‘Bagi investasi asing yang telah masuk ke Indonesia, perlakuan sama
didefinisikan/dipersepsikan sebagai:a) Status (sebagai PMA atau PMDN,
ataupun Non PMA/PMDN) adalah sesuatu yang berbeda-dengan perlakuan.
Sebaiknya prinsip yang tertera dalam UU No. 1/1967 tentang PMA tetap
ditegakkan. Dalam tahap Indonesia belum siap memasuki liberalisasi/transisi,
maka perlakuan nasional terhadap PMA berlaku dalam aspek-aspek (Perdata,
dan Pidana) termasuk jaminan keamanan, termasuk dihormatinya hak dan
kewajiban atau perlindungan hukum. Perlakuan berbeda atas amanat konstitusi
dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan terhadap usaha nasional yang
lemah atau belum berdaya saing, tetap dibenarkan uniuk ditempuh oleh
pemerintah agar ekonomi nasional tidak hanecur (menghindari serious inju-
ries atau collapse).
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' _pencadangan/pembatasan bidang usaha, pem‘behan pemermtah (government S
' procurement), pencadanganfpembatasan lapangan kelja bagi tenaga kerja: asing .00
. (TKA) dan pembatasanwﬁayah Kedua, Pemanfaatan sumber daya (resources) SRS

i _sirategis, mlsainya dana kredit dari bank—bank nasmnal/pemenntah eksp101ta51
sumber daya alam dan. loka' _"_geografi strategls :

R - -'Perlakuan beda terhadap PMA dapat dllakukan dalam dua hai yaltu L .
: .._'_.-_Pertama, pemanfaatan peluang usaha/peiuang pasar, m1salnya melalul_' .

o méihberdayakanUKM mlsalnya dengan dlbukanya usaha bagl PMA d1 bldang o
: _agrlblsnls dengan persyaratan beker_]a sama dengan URM, ¢ -

Dalam kaltan dlbukanya kesempatan bagl PMA daiam bzdang agrlblsms
_walaupun dengan pola kernitraan, bcrdampak kerugzan bag1 usaha nasional,
misalnyadi bldang ayamras. Berdasarkan data BPS Tahun 2003, usaha nasmnal
di bidang ini menurun,‘dari 8000 buah men_]adi 800 karena’ dldommam oleh
PMA dan PMDN. Usaha nasional hanya 10% PMDN 30%, sedang PMA
60% Saat ini: usaha nas:onal hanya 10% IR .

2 4 Hak Memperoleh Perlmdungan Berdasarkan Prms:p Perdagangan
Internasional o)

+-Selain prinsip hukum yang ditentukan secara umum dalam WTO, ada
pula perj anpan khusus yang dztentukan dalam rangka pelaksanaan WTO..

~Prinsip- pnn31p perundingan baik secara umum atau khusus ditujukan
bagi kepentingan negara anggota. Perlakuan khusus diberikan pula kepada
negara berkembang. Hukum yang mengatur perdagangan internasional yang
dltentukan dalam WTO bertujuan untuk mensejahterakan negara anggota.
Gunther Jaenicke: mengemukakan bahwa hal itu disebabkan perdagangan
internasional dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan demi kesejah-
teraan negara yang. melakukannya * Tujuan mencapai kesejahteraan tersebut
dapat_ dicapai apabila pihak yang melakukan perdagangan berada dalam
kapasitas yang seimbang,

~ Dalam WTO disepakati oleh negara anggota, terutama negara maju agar
tercipta keadilan melalui perhndungan yang diberikan kepada negara anggota
yang masih membangun.

44. Gunther Jaenicke. General dgreement On Tariffs And Trade, dalam Bembardi (ed), Encyclope-
dia Of Public Intemational Law, Instalment 5, New York, 1993, him. 21.
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Dal_am hubungan 1tu, secara Zum_um tersirat prinsip keadilan terhadap _n’é_: gara

fjfg;;g:-k_e}_cgat@n ekonominya berbeda (economic inequality), seperti negara-

~ negara bekas jajahan yang masih dalam keadaan membangun, sebagaimana

: '.Pii'rfii;hbé_;igén:ﬁ_&lamzk'ﬁé_adaaﬁ:mr:mb;a_nfgun;fﬁ.-_' T e

' Prinsip keadilan yang ditentukan dalam WTO merupsln sustu perlakusr,

diskriminatif positif yang diberikan oleh hukim kepada negara-negara

. berkembang sebagai fihak yang lemak. Halini sesuai dengan yang dikemukakan
~oleh Sunaryati Harténe, bahwa ketentuan yang memberikan perlindungan

kepada negara berkenbang dalam penerapan WTO bersifat diskriminasi positif
yang tidak dapat dinikmati olch negara anggota.® Kesepakatan'dalam WTO
memberikan periakuan vang berbeda, namun tidak efektif bagi Indonesia karena
ketentuan tersebut tidak. sesuai dengan kebutuhan pembangunan, Hal ity
disebabkan }cétentuan_WTO tidak dapatmemenuhi kebutuhan hukum ne gara
berkembang yang .masih.'memeﬂukan ;peﬁerapan-.perlimdumgan pemerintah
yang dapat berakibat terjadinya diskriminasi periakuan hukum nasional bagi
PMA. Indonesia sebagaimana negara berkembang lainnya sementara melakukan
pembangunan yang memeriukan pelaksanaan perlindungan bagi usaha nasional
sementara WTO. memberikan perlakuan khusus hanya dalam jangka waktu

tertentu dan melalui prosedur yang berbelit-belit,

: Pandangan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaat-
madja bahwa dalam pembentukan hukum hendaknya memperhatikan bahwa
hukum itu baik apabila dapat memenuhi kebutuhan guna ketertiban dalam
masyarakat di mana hukum itu berlaku# ' :

© Walaupun negara maju dalam kesepakatan memberikan pertimbangan
pemberian perlakuan yang berbeda sehubungan dengan posisinya yang
membutuhkan perlakuan vang khusus, dan negara berkembang dibedakan
darinegara maju dalam perdagangan internasional, bagi negara berkembang
perlakuan khusus tersebut belum menguntungkan karena prosedur pelaksanaan
yang berbelit-belit, dan menyulitkan. Perlakuan ini misalnya dapat berupa:

45, Ketentuan tentang perlakuan yang berbeda bagi negara berkembang dengan pertimbangan dalam
keadaan membangun "dapat dilihat dalam Pasal XVHI,

46. Sunaryati Hartono. Hukum Don Pembangungn Dalam Era Globalisesi. Universitas Padjadjaran,
Bandung, 1999, him. 23.

47. Mochiar Kusumaatmadja. Fungsi Hukum Dalan Pembangunan Nasional Bina Cipta, Jakarta,
1979, him. 13. -

- Indonesia. Misalnya ketentuan mengenai perlakuan 'yang berbeda dengan -
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k “keuntungan timbal bali

konsesi yang dlpertukarkan antara negara berkembang tidak perlu dinikmati
' oleh negara maJu berdasarkan klausula MFN ' -

. Hal itu mengandung artl. bahwa k{mseSI negara ma_;u kepada negara
. berkem‘oang tidak perlu dmlkman oleht negara maju lainnya; Subsidi untuk
: kepentmgan pembangunan negara berkembang harus dlperkenankan dan sistem
preferen31 kepadanegara berkembang tidak’ perlu disertai res;prosﬁas Prinsip
. yang merupakan - perubahan ini cara- pandang terhadap pengertian “Jegal
o equality”’; maka perdagangan mtemasxonal yang ditujukan untuk memperoleh
: 'bﬁ:rdasarkan prinsip - MFN dan yang t1dak boieh
_egara'!am dlpcrhalus A

' 'm_erLi'g_ikan kg’p’ei}ﬁ.ﬂga

Penghalusan it didasarkan pada prm81p bahwa atau terhadap negara yang
tmgkat perekonomlannya tidak sama (antar negara maju. dengan negara
berkembang) juga tidak dapat dipersamakan dengan periakuan antar negara»
negara yang tmgkat perekonomlannya sama. ¥ ' :

Pasal 18 Ckarter of Economtc Rtght szmi Duttes of Staz‘es dltentukan
bahwa R .

“in. tke product of mternattonal econvimic relatwn tke developmem
comzmes should endeaveavour to avoid measures having a negative
effect on the development of the national econoniic of the developing

countries as promoted by genemhzed mnﬂ' preferencesrz and other
general{y agreed differences and other general{v agreed defferentzal
measures in thezr favour” N

Pergeseran prinsip dalam ketentuan WTO dapat dlhhat dalam Pasal XXXV I
baglan IV-WTO yang mengakui bahwa:

““that export earning of lessndeveloped contractmg parties can play a
vztal part in their economic development and that the extend of this con-
 tribution depende on the prices paid by the less- developea’ countries for
 essential lmpon‘s the volume of thezr export and the prices received for
these export

-Ada pula sejumlah perjanjzan tambahan berupa penafsiran penerapan
kembali pasal-pasal tertentu dari WYO, antara lain dimaksudkan sebagai
perlindungan bagi negara berkembang. Ketentuan yang membedakan periakuan
negara berkembang, berupa ketentuan tentang:

48. Prinsip Most Favored Nation (MFN) vang ditentukan dafam Pasal 1 GATT menentukan tentang
perlakuan non diskriminasi dalam perdagangan intemasional.
49. Lihat Prinsip-Prinsip UNCTAD,
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“* " Perjanjian Penentuan Tarif,

*  Subsidi Negara Berkemb'ah_g.;' _ _
_* Perlakuan Yang Berbeda Dalam Negosiasi Tarif;
_ 0 Sié.tﬁzﬁ?_?iféfexféns_i Umum (Generalized System of Preference /GSF));
v Principleof Sandslifl " e o
Perjanjian Penentuan Tarif yang diatur dalem Pasal TN WTO tentang

- penentuan nilai tarif, Pada tahun 1979 telah dibuat perjanjian bersama tentang
“The Agreement On implementation of Article I of WTO”. Perjanjian itu
antara lain menentukanbahwa dalam rangka penyeragaman penentuan nilaj
tarif bagi barang-barang impor, maka negara berkembang dapat menunda
penerapan perjanjian (penentuan nilai tarif) dalam jangka waktu lima tahun
mulai dari tanggal berlangsungnya perjanjian bagi mereka. '

" Subsidi negara berkembang menurut ketentuan WTO, dalam perjanjian
(selain peraturan tentang nilai tarif), negara berkembang dapat menundanya
tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian
bagi mereka. . -~ EagY B Tl o o Yo

' Penafsiran terhadap fasilitas subsidi bagi negara berkembang yang
diberikan oleh WTO, selain penentuan penundaan dalam jangka waktu lima
tahun di atas, pada tahun yang sama (1979) setelah diadakannya negosiasi di
Tokyo berhasil pula dibuat perjanjian mengenai “Agreement on the inter-
pretation and application of Article VI, XVI, dan XXVIIT” 5 Sehubungan
dengan masalah penghapusan rintangan perdagangan non tarif, telah dinyatakan
bahwa subsidi merupakan bagian yang integral dengan pembangunan ekononi
di ncgara berkembang; Perjanjian tidak boleh mencegah negara berkembang
yang menandatangani perjanjian, untuk menerapkan kebijaksanaan subsidi
terhadap'indu__st_rinya, termasuk industri ekspor; Larangan subsidi ekspor
komoditi non-primer tidak boleh diterapkan pada negara berkembang; Jika
negara berkembang menerima suatu komitmen untuk mengurangi atau
menghapuskan subsidi ekspor, negara maju yang turut dalam perj anjian tidak
boleh melakukan rintangan, baik berupa tarif maupun non tarif tanpa
memberikan konsensi sebagai ganti ruginya.”

50. Oliver Long. Law And [ts Limitations in The GATT Multilateral Trade System. Marthinus Nijhoff
Publishers, New York, 1997, him. 6.

51, Bagian I}, WTO.
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L 5:_ Perlakuan yang berbeda daiam negesxasn tamf d1ber1kan oleh W’I‘O S -
saat itu, adalah memberikan kepada negara berkembang perlakuan yang berbeda_ S
dalam bemegosmm tarif”_ Secara terper1nc1 ketentuan tersebut adalah B

i ru}zity 10, fdke into accounr (a) the neea's.of 'z'ndwzdual contracrzng par— S
L tzes and ;ndwza’ual mdustrzes (b) tke rzeed of less a’evelopment countrzes s

_developmeizml' Strategz

_ and otker needs of contractmg parttes con-
cerned o S

Sesuai dengan penehtlan pustaka tentang perkembangan WTO maka

o berdasarkan ketentuan di atas, pada saat diselenggarakannya Putaran kelima

" diDillon (Dillen’ Round) negara—negara Masyarakat Ekon0m1 EropanEE. -
‘telah mengajukan usul agar ncgara peserta GATT. tldak boleh men gharapkan
: _periakuan res:prosﬂas dalam negosiasi tarxfnya dengan negara berkembano =2
- Komisi negosiasi tarif pada akhir suiang (sesszon) ronde tersebut menyatakan
bahwa Countractmg Pames akan tetap berpegang pada prmmp mz bag1
. negosaam-negosmsa benkutnya : : .

‘Dalam perkembangannya pada tahun }979 GATT menerlma keputusan
-yang berjudul : Differential and More Favourable treatment, Recipprocity
ang Fullerl’amcgvatmn ofDevelopmg Country. Atas usul dari. “Legal frame
work group”, GATT memberikan kescmpatan kepada negara berkembang
yang ‘berupa hak eksklumf T o : . -

“Hak tersebut adalah hak untuk menangguhkan MFN tanpa memmta waiver
berdasarkan pasai XXV ayat 5, dan hak bagi negara berkembang untuk
melakukan kerjasama regional atau global, dalam hal pertukaran konsensi.
Pertukaran itu berupa reduksi atau penghapusan tarif secara timbal balik.
Prmsa,p dasar yang dipergunakannya adalah pr1ns1p “more favourable treat-
ment to developing countries” > .« . . ... . . SE

52, Pasal XXVIII bis ayat 3,WTO.

53. Gunther Frank. GATT dnd That fmplementation. Harvard University Press, Boston, Massattchussets,
USA, 1998, him. 201.

54. Otiver Long, Op.Cit, hlm. 95.

55. Huala Adoif. Masalah-Masalah Hulum Dalom Perdagongan Internasional, Rajawali Press, Jakarta,
2000, hlm. 32, Lihat pula Kartadjoemena dalam GATT, WTO, Dalam Pelzksanaannya. Op.Cit, him.
98.
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1 Pertukaran konsesi dilakukan sesuai dengankriteria atau persyaratan yang
- ditentukan oleh negara anggota guna melakukan pertukarankonsesi, berupa
reduksi atau penghapusan tindakan non tarif terhadap produk yang di impor
“dari satu negara ke negara yang lain.* Hak-hak tersebut diberikan sebagai
satuupaya dalam rangka transisi yang tunduk pada prinsip bertingkat (gradu-

* Mengenai hak-hak tersebut dikemukakan oleh Wil D, Varwey bahwa:

- “Developed countr, ies should grant concession to all developing coun-

" tries and extend 1o developin g countries all concession they grant 1o one

" another and should not, granting these or other concession, require any

concession, both tariff and non-tariff, should be made to developing coun-

‘oo tries as a whole.and such preferences should not be extanded.-to devel-
" gped countries preferential treatment in. operation amongs them™.” .

. Prinsip non-resiprositas merupakan salah satu cara perlindungan WTO

kepada negara berkembang yang dilakukan pula melalui penerapan prinsip
non resiprovitas. prinsip non-resiprovitas pertama kali diperkenalkan dalam
prinsip UNCTAD 1, yang dimuat dalam Final Act VI berisi preferensi
vang diberikan kepada negara berkembang. Menurut UNCTAD prinsip ini
bersifat sementara. Prinsip non-resiprositas tersebut kemudian dituangkan
dalam bagian IV GATT. tentang “srade‘and development” secara defacto
pada tahun 1965,dan mulai berlaku padatahun 1966. Pasal XXXVI yang
berjudul prinsip-prinsip dan tujuan GATT merupakan dasar hukum baginegara
berkembang untuk tidak melaksanakan resiprositas. Prins ip tersebut ditentukan
dalam ayat (8), yaitu: “The developed countracting parties do not expect
reciprocity for commitments made by them intrade negotiations to reduce or
remove tariffs and othgrbarrt‘ers to.the trade of less-developed countries™.

© Tujuan prinsip ini yakni untuk memberikan fasilitas perbaikan pasar
negara berkembang dalam rangka transisi ke arah perdagangan yang kompetitif
secara wajar agar tercapai peningkatan standar hidup, kesempatan kerja, dan
pemanfaatan sumber daya dumia. Dalam pembukaan WTO dikemukakan bahwa:

Hubungan negara mitra dagang seyogianya dilakukan guna kepentingan
peningkatan standar hidup (Their relation in the field trade and economic

56. Pasal 2 ¢
57. Wil D, Varwey. The Principle of Preferencial Treatment Jfor Developing Countries and particularly

Needy sub groups antong them in the Practice of State and Interngovernment Organization. 1982,
Rlm. 29-42,
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endeaveur Shoula' be conducted wzt}z a vzew to razsmg standards of t’zvmg)

- dan. ménjemz_n_ esempatan kerja dan; menmgkatkan pendapatan nyata {(En-

- '_Surmg Jull employment anda t’arg' nd steadzt‘y growmg volume of read in-.
come and effectzve demand) S : = TS :

Mengembangkan penggunaan penuh umber daya duma dan mcmperluas_

L :produkm dan pertukaran barang (developmg the 2 full use. o_f resources of the I '

- Z__j__:_ world: and expandmg the proa'uctzon and 'charzge of g;ro-:x,z’s_);s8

apai tu uan tersebut ol

: Betng deszrous of conmbutmg ) these objecttves by entermg mto re-

" ciprocal ‘and. mutually advantageous. arrangements directed to the

o ’substantzanl reduction of tartj_’f.'s and other. barriers to tmde and to the
- elzmmatton of dzscrzmmatory treatment in mtematzonal commerce” h

Pen_]elasan d1 atas menun_) ukkan bahwa seteIah munculnya konsep51 duma
kenga yang tergabung dalam’ kelompok “seiatan” terutama setelah mereka:
membentuk front bersama dalarn UNCTAD; telal terjadi: pergeseran dalam
konsep51 pencapaian tujuan ‘WTO, yaitu tentang pemngkatan standar’ hzdup
dan pembangunan ekonomi progresif bagi semua negara (The razsmg standar’
of living and ‘the ; progresszve development of economies of all contractmg
parties), dan pencapaian tujuan ini khususnya sangat ‘segera bagi'negara
berkembang (The attamment of these objectwes is parttculary urgent for less
developmg countrtes) 254 .

‘Di samping : itu WTO teIah membenkan pertimbangan akan perlunya
peningkatan ekpor negara-negara berkernbang Hal tersebut dapat dthhat dalam
uraian benkut

- expot earning of the less developed contracting parties and pay a

vztal partin their economic development that the extend of this contribu-

tion depends on the prices paid by the less-developed countracting par-

_ _.tzes Jor, essential dmports, the volume of their exports, and the prices
received for these export™ . :

Secara filosofis konsepsi keadﬂanpun telah mengalami pergeseran dan
bahkan perubahan yaitu bahwa keadilan bag1 negara berkembang (pihak yang
lemah) tidak dlcapal melalui kesepakatan yvang sama, timbal balik, serta
persamaan didepan hukum.

58. Pasal XVII, dan Preambule WTO.
39. Preambule WTQ, 1994,
60. Pasal XXXVI ayat (b) WTO.
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- Oliver. Lsﬁg mengatak&n bahwa melalui kesernpatan vang fidak sama; g .
perhndungan kesempatan Xhusus (preferential rights), ‘hubungan yang tidalk
tlmbal bghk dan sebagamya dapat meningkatkan ekonorm negara berkembang gL

Perubahan Konsep31 1n1 dapat d}l:hat da]am ketentuan hukum yang
mengatakan bahwa AR

"__“It is una’erstood fhat the pizmse do not expect feczproczty means,

< in acco;dance with the objectwes set forf}’z in this. article, that the less—. . .

o '.developed counrmctmg partzes skould not be expected in the course of

U trader negotiation, to make which are inconsistent with their individual
o deve!opment Sinansial and z‘mde needs tazlmg mto conszdemtzon past
trade developments” g0

_';Implementam prinsip non-resxpros;tas ini dapat berlaku bagi ketentuan
WTO Hal ity antara Iam berhubungan dengan negosiasi antara negara.
berkembang dengan negara maju yang ditentukan dalam Pasal VIII huruf A,
tentang modifikasi serta. pencabutan. konsesi tarif yang telah mengikat
berdasarkan pasal 11, Pasal inj hanya berlaku bagi negara berkembang yang
dianggap. dalam keadaan neraca pembayaran yang tidak seimbang (balance
of. payments dzf)“ culnes) dan ketentuan prosedural lainnya. :

“Will D Verwey mengemukakan bahwa prinsip non resiprositas ini belum
merupakan suatu hak yang dapat di tuntut oleh negara berkembang. © Prinsip
ini hanya merupakan suatu pengakuan saja tentang adanya kepentingan negara
berkembang. Pelaksanaan prinsip itu secara hukum masih memerlukan
ketentuan substansial yang tegas.

Secara tersirat dapat.dikatakan bahwa pergeseran inipun dalam rangka
proses menuju ke arah liberalisasi perdagangan yang sesungguhnya, karena
bagaimanapun juga prinsip ini dicanangkan untuk sementara waktu. Hal ini
dibuktikan dalam perjanjian yang memberikan klausula kesempatan (enablmg
clusule) yang tunduk pada prinsip pentahapan (graduatwn)

Proses perkembangan perdagangan 1ntemas1ona] ini, berawal dari
perdagangan bebas yakni ketentuan GATT 1947 yang menempatkan semua'
tihak sama, kemudian menuju pada perubahan prmsxp dengan per]akuan yang

61. Oliver Long. Op,Cit, him. 75.
62. Pasal XXXI[ ayat 8 WTO,
63. Wil D, Verwcey, Op,Cit, hlrn, 32,
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berbeda meiah.n perubahan yang leblh halus berdasarkan sohdarltas (prm—
-:czple of Solzda*‘zty) 64 . : R _

- Pnnsxp sohdantas ini: lambat iaun harus berkembang menu_lu ke arah

pembakuan dan menjadl suatu kewajlban mtemasxonal sesuai dengan ‘Charter
a Of Econamzc Righs and Duties of States’ serta Deciaratzon on Establzsh-—
E ment New Internatmnal Edonomzc Oreder. B g

o W:l D Verwey mengatakan bahwa the paragrap appears inan practzce
antztled “Prmczples and objectzves (t;dak ditemukan dalam ketentuan Art. .
-XXXVII yang. belum--dzsepakatz) The developmg contractmg parties have
accepted this view them selves; wheri they indicated during the negotiations
onthe'! graduat:ons paragraph” (par.7) of the “Enabling clausule” that they
were not preparved to beyond farmulatmg an “expeczzon " embodzed from art.

m’fparagrafgés : SRR RN R IR B e

Berdasarkan pendapat tersebut rnaka pnns1p non remprosatas itu baru
merupakan harapan (expectanon) yang dlbenkan kepada negara berkembang.
Pasal XXXVI ayat 8 tersebut telah dlterapkan dalam Tokyo Round, hanya
ada 20 (dua puluh) negara berkembang yang menawarkan konsesinya,
sedangkan pada umumnya diberiKan tarif lebih rendah dari ne gara maju, dan
negara berkembang lainya ‘diijinkan untuk ‘mendapatkan keuntungan dari
reduksi’ tanf serta non tarif tanpa periu menawarkan konse51 timbal balik.®.

Ne gara maju tidak dzperkenankan untuk memptakan hambatan-hambatan
proteksi yang baru.’ Prinsip ini diatur dalam pasal XXXVII'yang berjudul
“Commitments " Bagian IV WTO, dalam pasal XXXV1I, pasal ini pun bukan
merupakan satu hak dan bahkan tidak cukup dikatakan satu kewajiban. Menurut
Oliver Long bahwa “drt, XXXVII, the commttmems "article of Chapier
IY, does not establish an any. nghts far developmg countrzes either : for
that, its wording is not obligatory enough”.%

Pasal ini lebih tcpat dikatakan sebaga1 pr1ns1p * Standsstily yang berarti
bahwa: ' . o :

64. Huala Adelf. Op,Cit, him. 34-35; Lihat pula Alfons Samosir. GATT Dan Perkembangannya FO-
CUS, Jakarte 1996, him. 2. Lihat pulz uraian secara mendetail tentang perkembangan proses
perundingan Putaran Uruguay. Chronologg‘ dan Tie Roati 1o Marrakesh, GATT, FOCUS, No. 104,
Jakarta, 1993, him. 3-4, : .

65, Wil D. Verwey, Ibid
66. Op,Cit, him. 211

67. Gliver Loag, Op,Cit, him. 37, Likat pula Kartadjoemena dalam W70, GATT dan Perdagangan
Internasional 1.3PS, Jakarta, him.52.
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‘Wee develaped cou:ztmctmg pames shall io ﬂze fulles extent posszble :
“that is, expect when compelmg reasons, wich may. mciude !egal reasions, - '
o imake, it zmpos;ble Zive. e_ffect to.the followmg PrOVISIONS tu.. (b) re-
o fmm ffro

Lior non-taryff barrzers on producrs c:errenﬂy or potenfm!iy of, particulai
| expeort interest to less devefaped contractmg pames, cmd (c) (z) refmm =
o fmm_zmpasmg new f scal measures 268 -

elam pr1n31p y trmdstzll ? -'pasal. ini juga membcrikan pengharapan agar R

introducin 18, or invreasing the mczdence of; cus z‘oms duties . -

- negara maju mem’oerikan pnontas utama untuk me}akukan reduksi dan

penghapusan nntangan-nntan gari terhadap produ}' yang banyak atan potensml
diekspor. khusus dari negara ‘berkembang, termasuk masalah. pengenaan
kewaglban—kewaj iban pabean serta restrikasi-restrikasi yang membedakan secara .
tidak layak anfara produk primer dan produk yang mudah diproses. (ayat:1-
(a), ayat, 1n1 dxterapkan pada saat d;selenggarakan negos1as: redukm dan

komers:al berdasarkan pasal XXVIII XXVIII bzs pasaI X X XIH (hhat Ann
nex I tambahan pasa} XXXV II) A A

Pnn51p pnontas dan standstlll ltu ditu_] ukan agar negara maju memehhara
dan segala tindakan yang dapat menghalangi kenaikan konsumsi produk primer,
baik dalam bentuk atau sebagian dihasilkan di wilayah negara berkembang,
serta Pperaturan yang khusus dlterapkan pada produkmproduk 1111 (ayat 1).

- Gunther Frank membemkan komentar terhadap kata-kata yang terdapat
dalam pasal XXXVII ayat I sebagm berukut % : :

“hut, in general ‘the coerciveriess of the word” shall is substantirally
~ reduced by supplementary phrases Izke' ‘to the fullest extent possible”.
“Accord high priority”, make every effort to”. Have special regard to,
“ect., wich prevent the article ﬁ'om ‘establishing more than a series of
~inere expectation”. : - S

Pada kenyataannya “the principle of standstill” ini hanya membawa
pengaruh kecil saja dalam perkembangan negosiasi-negosiasi berikutnya.
Laporan PBB baru—baru ini telah menyatakan bahwa.” :

‘ﬁélrhougk tize problems fordepartures from the prmczple of standstill
has been repeatedly evoked by developing coutries, the developed coun-

68, Wil B, Verwey, loc cit.
9. Wil B, Verwey, loc.cit.
70. Loc.cit
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o _:_mes imve mszsted :tk_at is should be dealt wzth m the context of multz« o S
fateml negotwnan in. GATTframework._' Tke latesi round (T oigzoRound) It

. Sewakil _dladakan: Putara _Tokyo usaha-usaha telah dilakukan untuk*‘- St

menegoszamkan suatu rev1si -tentang tindakan pengamanan \safeguard code)'

"secara mulnlateral yang akan i’nchputz segala tipe~ tindakan-tindakan

: pengamanan serta mengatur tentang ‘strict multalateral surveﬂlance dan
automat:c compensatzon for developmg coutrzes : _ ;

Apabﬂa negara ma_;u ‘merasa ndak dapat melaksanakan pasal XXXVI
:ayat 1@, (b). (c), permasalahannya ‘harus’ dﬂaporkan kepada contractmg
parties baik oleh negara ‘yang tidak dapat ‘melaksanakan atau oleh negara -
yang berkepentmgan dengan hal tersebut’ ayat 2 (a)) ‘Dan apabila contracting
parties diminta oleh negara yang berkepentingan untuk menguji hal- tersebut
maka di samping konsultasi bilateral yang telah dilakukan oleh para pihak,
mereka harus berkonsultasi dengan fihak-fihak termaksud beserta semua fihak
yang berkepentmgan untuk mencari penyelesazan yéﬁg memuaskan semua
fihak.” Dalam peiaksanaannya negara maju dapat bekerjasema dengan negara
maju iamnya 72 Konsultasi demikian dapat pula dllakukan meIalm “Joint ac-
tion”. Dalam pelaksanaan sesuai dengan Pasal KXXXVIL ayat (1) hurufa, b, c,
negara maju dapat beker;asama dengan negara ma}u lamnya (ayat2 huruf ii.

Tentang perdagangan selatan»selatan WTO menentukan ’oahwa negara-
negara berkembang setuju untuk melakukan tindakan yang tepat dalam
menerapkan ketentuan bagian IV bag1 keuntungan perdagangan negara
berkembang lamnya sej auh tmdakan itu sesuai den 1gan keadaan pernban gunan-
nya (baik yang sedang dljalankan maupuu rencana-rencana masa datangnya)
dan dengan memperhatikan kebutuhan perda gangan dan keuan gannya, sesuai
dengan Pasal XXXVII ayat (4).

71. Pasal XXXVI WTO.

72. Perundingan joint action dapat dilihat dasar hukurmnya dalam berdasarkan pasal XXV (lihat Pasal
XXXV ayat 2 (ii)
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Semua negara peserta WTO diwaj 1bkan melakukan kerjasama dalam :
rangka mencapal tuj uan vang. dlatur dalam pasai XXXVI dan pasal XXXVII
WTO km jasama iy an fa_ lain mengenax “aCCfESS” barang negara bmkembang
ke- pasar. mtemasmnal ﬁlasa}ah perdagangan dan pembangunan ikut dalam
: menganahsa rencana da‘ _'rogram pembangunan negaramegara berkembang

: Dalam rangka meiaksanakan prmsap resiprositas te}ah dlhasﬂkan sistem -
. "Preferenm Umum (Genei alzzed System of Preference {GSE)). telah terlihat =~
.. dalamberbagai perjanjian dalam rangka WTO telah banyak.dihasilkan Misalnya
: yang menyangkut kode standar (stana’ard code) dalam “the Agreement on
Teclmzcal Bar riers zo T rade ? pada tahun'1979 yang dengan tegas menyatakan .
bahwa “ The. partzes shal! prov:de dwerenzzal and more ﬁzvoumble treat- _
ment a‘o developmg counmes party, zizts Agreemenr” B )

Daiam ketentuan tersebut antara lain disebutkan bahwane gara berkemban 2 .
jangan - dlharapkan untuk. mempergunakan standar mtemasmnai sebagal
pen ga; uan (tesi‘ kﬁetods) yang t1dak sesuai, dengan kebutuhan yang tepat bagl:
kepentmgan pembangunan, ﬁnanszal dan perdagangan

Perjanjlan lainnya adalah tentang prosedur hsen51 1mpor tahun 1979 yang
menyatakan sebaga1 berikut: il WARE

_ “Conszderatzon shall be given to ensurmg reasonable distribution of li-
. censes 10 new. zmporters Takin into account deszrabzlzty of issuing lic-
ensees for product in economic quam‘zttes Inthis regard, special consid-

eration ahould be given to those tmporters product orzgmatzng in devel—
oping countries (art. 3.1,).7 '

Perjanjian yang memiliki hubungan dengan peran negara berkembang
sejak itu telah disepakati. Perjanjian tersebut adalah tentang “government
procurement” telah diberikan periakuan khusus bagi negara berkembang
melalui ketentuan yang membenkan “Special dszerentzal treatment for de-
veloping countries”, Hal yang telah d:perj uangkan se}ak sebelum berdirinya
UNCTAD temtama atas usul negara-negara Amerika Latin adalah sistem
preferensx umum bagi negara berkembang. Sister preferen31 ini pertama kali
di perkenalkan oleh Raul Prebish, yang antara lain berpendapat bahwa:”

73. Wil D. Verwcy, op.cit, hal 20, Likat pula Gunther Frank, Op.Cit, him, 23
74. Op. cit. hal 21
75. 4.E. Spero, loc.cit.
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.- :_“I?ze world is dzwde znto a center of developed coum‘rzes and apkerzphery e

Sof underdeveloped countrzes Operatzan ofthe’ market works ‘against.
the nderdeveloped countrzes’-.because of the long term. structuml de- -
uther and because. af. northem protectmmst

o _pxagam hak dan kewaj 1ban ekono i bagz negara-negara dan dalam deklarasz_
. tata ekonozm dunla selalu dlnyatakan perlunya sistem preferen51 umurm bagi

'ncgara-negara berkembang 7S GSP dltenma pada tahun 1971, dan mempakan

.satu perkecuahan darz Pasal XXV ayat 5_ yang menyatakan sebagau benkut

S “In exceptzonaI czrcumstances not else where provzded for in thzs Agree—
o ment, the CONTRACTING PERTIIES may waive.an obligation.imposed
"upon a countracting party by this Agreement provm’e that-any such de-
cision shall be approved. by two thzrd majority “of votes cast and that

- such ma_]orzty Shall compromtse more rhan half the countractmg par—
"'tteS"_ Do : :

-.--:GSP Jelas merupakan penyzmpangan dan sistem . pemotongan tarlf
berdasarkan klausula “Most favoured. nation”, salah satu aspek hukum yang
penting sehubungan dengan masalah GSP adalah dikeluarkannya “enabhng
clausule”, antara lain dalam menerapkan “preferential treatment” kepada
negara berkembang

Oliver Long mengemukakan bahwa beberapa ketentuan sehubungan
dengan perlakuan GSP, yaitu antara lain adalah ketentuan pemberian GSP
harus diberikan oleh semua negara maju kepada semua negara berkembang,
yang berupa perlakuan istimewa itu berupa reduksi atau penghapusan tarif.”’
Perlakuan istimewa tersebut akan diberikan kepadanegara berkembang sebagai
“Beneficiary Country” .dalam batas waktu 10 tahun. Negara donor akan
menetukan sendiri smpa—smpa saja yang akan dijadikan * ‘Beneficiary Coun-
ties * berdasarkan prinsip se{f electzon dan Benef czary Counnes tunduk pada

76. Lihat prinsip umum UNCTAD pnnsxp VIII pasai 18 CHERDES Resolum E}NCTAD No, 2T {11}
Resolusi No. 2626 (XXV) butir 32 Majelis Umum PBB; dan Resolusi M.U. PBBE No.3201.
77. Oliver Long, Op,Cit, him, 31.
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klausula pentahapan (graduation) dan negara maju bebas untuk mencabut
perpanjangan GSP (TR

Dalam menerapkan fasﬂitas fasxhtas ity, WTO rnemberxkan landasan
pokoL bagi kerjasama antar negara.” Landasan pokok tersebut adalah untuk
mewujudkan perluasan perdagangan mternasmna} ‘negara ‘berkembang perlu
dilakukan harmonisasi. kebljaksanaan nas1ona1 melalui“standar teknis

' perdagangan yang mempengaruhi produksi, transporiasr ‘dan pemasaran serta,
promosx ekspor arus 1nforma51 perdagangan serta pengembangan riset.

o Seianj utnya Amemka Scnkat menge}uarkan The National Indusirial Re-
covery Act (NIRA), pada Tahun 1933, yang isinya‘antara lain dimuat da}am.
ketentuan yang melarang quota.sebagaimana’ dalam Pasal XI. '

deakan kebuaksanaan quota berupa pembatasan ﬁsﬂ{ dan admmxstram
penglmporan ini dalam praktek pembatasan i impor mencakup berbagm tindakan,
sepem pembatasan jumlah, jenis merek, ukuran -dan pelaksanaan impor.

“ Menurut Harry H.'Bell, terdapat 3 bentuk quota yaitu quota 1mpor glo-
bal quota b:laterai dan lisensi 1mpor.8°

Quota 1mpor gIobal adalah quota yang dxkenakan pada semua barang
dan semua negara. Pengalokasian quota ini berdasarkan “first come, first
reserved”, yaitu apabila suatu negara telah mengirim barang lebih dahulu,
maka negara inilah yang diijinkan mengirim barangnya ke negara yang
mengenakan quota. Biasanya praktek demikian diberlakukan pada negara yang
secara historis telah mempunyal hubungan {htstonca! record of zmporrmg

Sirmp ®
3. K_esi_mpu_lan_ dan Saran

3.1 Keszmpulan

Sesua1 dengan analisis di atas, maka dapat dlsmpulkan bahwa:

78. Negara maju dapat bebas untuk mencabut ataw memperpanjang GSP tanpa perla meminta perselujuan
Contracting Parties berdasarkan pasa) XXV ayat § lagi (carte balance Clausule).

79. Kerjasama dimaksud didasari ketentuan dalam Pasal XXXVl WTO. Kerjasama yang tepat antar
negara-negara untuk memajukan serta meningkatkan ekspor produk-produk primer dari negara
berkembeng ke negara maju, mengembangkan saling pengertian di antara negara-negara yang
menyangkut pengembangan potensi ekspor dan prospek pasar negara berkembang.

80. Harry H Bell. Ouota Darn FPermasalahannya Dalam Penerapannya DI Negarg Berkembang, Ter;.
Budianto, Raja Grafindo, Jakarta, 1999, him. 46.

81. Ihid, hlm. 47.
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e 3 1.1 FungSI perlmdungan terhadap negaraberkembang dalam hubungan—

. nya dengan ketentuan ‘WTO adalah sebagai -sarana bagi negara e
’oerkernbang dalam menmptakan lapangan kerja ‘meningkatkan

- 3.2.1 Agarsarana WTO bagi negara berkembang berupa perlakiian khusus

- dapat. dmzkmatl .oleh negara berkembang, maka jangka waktu

' peiaksanaannya dalam bldang tersebut dlberxkan hmgga negara
berkembang dapat bersamg ik

3.2.2 Persyaratan yang harus dlpenuhi untuk memperoleh periakuan
... Xhusus, dan prosedur permohonan agar lebih disederhanakan apabila
negara anggota memiliki komitmen untuk membenkan per}akuan
khusus bag: negara berkembang
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